
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2005 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005  

TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,  

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa ketentuan dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 

Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005, 

mempunyai implikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

  b.  bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

Mengingat : . . . 
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Mengingat : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  2005 tentang Pemilihan, 

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG 

PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN 

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 

DAERAH  

 

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4480), diubah sebagai berikut: 

 

1. Pasal 4 . . . 
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1. Pasal 4 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:  

”Pasal 4 

(1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD. 

(2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD kabupaten/kota 

sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan. 

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. 

(4) Dihapus.” 

2. Pasal 6 huruf e diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai   berikut : 

”Pasal 6 

 KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban: 

a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap 

pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi 

kegiatannya kepada masyarakat; 

d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola 

barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-

undangan; 

e.   mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; dan 

f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.” 

3. Pasal 33 . . . 
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3. Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai 

berikut: 

”Pasal 33 

(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan 

pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya 

tercantum dalam daftar pemilih tetap. 

(2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor 

induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal 

lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih. 

(3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

diisi oleh KPUD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26. 

(4) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPUD berdasarkan 

format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan 

Pemerintah ini.” 

4. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Penjelasan Pasal 36 

ayat (2) berbunyi cukup jelas.  

5. Pasal 38 ayat (2) huruf f, diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai 

berikut: 

”Pasal  38 

(1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga 

Negara Republik Indonesia  yang memenuhi syarat : 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

 

 

 

 

b. setia  . . . 
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b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, 
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia serta  Pemerintah;  

c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat 
atas dan/atau sederajat;  

d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat 
pendaftaran;  

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan menyeluruh dari tim dokter;  

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;  

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  

h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di 
daerahnya;  

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk 
diumumkan;  

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 
dan/atau secara badan hukum yang menjadi 
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara; 

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  

l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;  

 

m. memiliki  . . . 

 


